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ABSTRAK 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, bagaimanakah 

peralihan objek fidusia di bawah  tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Kedua, bagaimanakah 

penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui 

bawah tangan di PT Clipan Finance? Untuk menjelaskan peralihan objek fidusia 

di bawah  tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu Pertama, Untuk 

menjelaskan peralihan objek fidusia di bawah  tangan yang sah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kedua, untuk 

menganalisis penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang 

dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance. Metode penelitian ini 

dilakukan secara empiris, dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil 

penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Peralihan objek fidusia di bawah  tangan 

yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia harus melakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ulang dari 

nama calon pemberi  fidusia yang baru dengan permohonan perbaikan sertifikat 

Jaminan Fidusia dengan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dengan 

pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima 

fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan pendaftaran Jaminan 

Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat identitas pihak Pemberi Fidusia dan 

Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat 

kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok 

yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, 

Penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui 

bawah tangan di PT Clipan Finance bahwa pihak perusahaan pembiayaan yang 

tidak dapat memberikan BPKB tersebut kepada pihak ketiga. Bagi pihak ketiga 

untuk bisa mendapatkan BPKB mobil tersebut, bagaimanapun juga pihak ketiga 

tetap harus berusaha menghadirkan debitur atau pemberi fidusia dan membawa 

atau menunjukan KTP aslinya,  karena debitur atau pemberi fidusia merupakan 

pihak yang lebih berhak atas BPKB selaku pemberi fidusia. Di lain hal bila pihak 

ketiga juga dapat membuat laporan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana yang 

dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia, jika pengalihan mobil yang dilakukan 

tanpaadanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan dianggap 

mengandung unsur tindak pidana. 

 

Kata Kunci: Pengalihan, Objek Jaminan Fidusia, PT Clipan Finance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Presiden  Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 

pada Pasal (1) disebutkan bahwa pengertian lembaga pembiayaan adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana.  

Salah satu bentuk penyediaan dana adalah dengan memberikan kredit kepada 

masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti over adalah 

mengambil alih atau menggantikan, sedangkan arti kredit menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara 

tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). 

Lembaga Pembiayaan sebagai jaminan dalam pemberian kredit 

berdasarkan keyakinan, di samping melakukan penilaian terhadap debitur 

berdasarkan 5C, yaitu : Watak (Character), Kemampuan (Capacity), Modal 

(Capital), Jaminan (Collateral), Keadaan (Condition). Lembaga Pembiayaan 

juga selalu meminta jaminan atau agunan. Bentuk pengamanan kredit dalam 

praktik Lembaga Pembiayaan adalah dilakukan dengan pengikatan jaminan.
1
 

Dasar dari suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) 

syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:  

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikat diri; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu, dan; 

                                                             
1
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 2   
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4. Suatu sebab yang halal. 

 

Kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih 

merupakan suatu problem hukum yang harus diberikan kejelasannya. 

Pengertian kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang 

luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika 

seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya 

berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu beralih kepada kreditur.
2
 

Perkataan fidusia mempunyai arti “secara kepercayaan” ditujukan kepada 

kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada 

yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, 

sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk hutang.
3
 

Ketentuan dalam perjanjian kredit yang terjadi pada PT Clipan 

FinanceKota Pekanbaru mengambarkan bahwa, pihak Debitur Pertama 

mengalihkan hak atas barang bergerak kendaraan bermotor tersebut kepada 

Debitur Kedua (Debitur Baru) yang angsurannya masih sedang berjalan atau 

kredit belum lunas antara kreditur dengan debitur pertama yang lazim disebut 

pengalihan angsuran (oper kredit). Debitur pertama tidak memberitahukan 

kepada Kreditur bahwa kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada Debitur 

Kedua. Pengalihan hak dari Debitur pertama kepada Debitur Kedua 

menimbulkan masalah hukum karena Debitur Kedua menerima peralihan hak 

atas kendaraan tersebut tanpa alas hak yang sah (tanpa memberitahukan kepada 

perusahaan). Atas dasar tersebut, hal ini merupakan pelanggaran atas perjanjian 

                                                             
2
Ibid., hlm. 190. 

3
Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: 

Alumni, 1998), hlm. 76. 
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yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen 

(DebiturPertama). Kendaraan yang masih masa proses kredit tersebut telah 

didaftarkan jaminan fidusia dan memiliki sertifikat fidusia. Sertifikat yang 

terdaftar tersebut merupakan nama dari Debitur Pertama, bukan Debitur Kedua 

yang melanjutkan kredit tersebut. 

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam praktiknya 

dikatakan bahwa Debitur Pertama adalah pemilik benda jaminan, dimana bukti 

kepemilikan benda kendaraan bermotornya atas nama Debitur Pertama 

diserahkan Kreditur sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal 

perjanjian. Dalam praktik ditemukan klausul bahwa barang jaminan 

dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun 

juga, tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari 

Kreditur. 

Pemahaman milik dalam masyarakat bisnis diartikan dalam dua hal 

yakni:
4
 

1. Debitur menguasai titel dari benda jaminan dan sekaligus 

menguasai benda secara fisik; 

2. Debitur menguasai benda jaminan secara fisik sedangkan 

secara yuridis debitur belum menjadi pemilik. 

 

Bila dikaitkan dengan hukum jaminan, bilakah saat Debitur itu dianggap 

sebagai pemilik benda jaminan, bilakah saat Debitur itu dianggap sebagai 

pemilik benda jaminan secara fisik menjaminkan benda itu kepada bank atau 

                                                             
4
 Tan Kamello, Hukum Jaminan…Op.Cit., hlm. 335. 
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lembaga pembiayaan untuk meminjam kredit. Permasalahan ini semakin jelas 

dalam kenyataan perilaku bisnis jual beli kredit kendaraan bermotor.
5
 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan: “setiap perbuatan yang 

melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan 

orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka: 

1. Apabila pihak ketiga (yang meneruskan kendaraanya) tidak 

memenuhi pembayaran kredit tersebut, pihak leasing dapat 

melakukan tuntutan ganti rugi kepada saudara yang diajukan 

ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum 

(PMH) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 Perdata di 

atas. Walau bagaimanapun, penjualan mobil di bawah 

tangan/over kredit di bawah tangan tidak menghapuskan 

kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak 

leasing. 

2. Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, 

tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila 

memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat 

diajukan ke Pengadilan Negeri. 

3. Jika pihak ketiga telah menunaikan kewajiban pembayaran 

utang/ tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum 

perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir 

dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka 

mobil tersebut adalah milik debitur (pihak kedua), walaupun 

kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak 

ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur 

dengan pihak ketiga. 

 

Dari gambaran permasalahan di atas bahwa pengaturan pengalihan objek 

kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain diatur dalam Pasal 1 angka 

(1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang 

menegaskan bahwa; 

                                                             
5
Ibid.,hlm. 337. 
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Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam 

penguasaan pemilik benda.  

Kendaraan bermotor yang masih dalam proses kredit dipindahtangankan 

kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak perusahan pembiayaan hal 

demikian tidak dibenarkan karena pada sertifikat fidusia yang terdaftar 

namanya di perusahan pembiayaan adalah pihak pertama atau orang yang 

pertama kredit, sehingga apabila terjadinya kredit macet yang dicari atau yang 

ditagih hutangnya adalah orang yang pertama kali kredit, karena pengalihan 

kreditnya tanpa sepengetahuan pihak perusahan pembiayaan dan pihak pertama 

bisa dilaporkan kepada pihak Kepolisian atas tuduhan wanprestasi dan 

pengelapan kendaraan. 

Pihak perusahan dalam hal ini akan menagih pihak pertama yang 

merupakan  Debitur yang terdaftar di perusahaan, karena harus bertanggung 

jawab untuk melunasi segala utangnya walaupun kendaraannya sudah 

dipindahkan kepada orang lain, karena proses oper kreditnya tanpa 

sepengetahuan perusahan dan Debitur Pertama bisa dilaporkan ke pihak 

berwajib, karena kendaraan kredit belum selesai pembayarannya dan dengan 

dalil penggelapan jika unit kendaraannya tidak ada ditempat, sedangkan 

pembayaran angsurannya macet sehingga secara materil perusahaan 

mengalami kerugian, jikapun lunas pembayarannya, akibat hukum bagi Debitur 

yang melanjutkan kredit di bawah  tangan tersebut tidak berhak mengambil 
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jaminan BPKB karena namanya tidak terdaftar di perusahan pembiayaan 

tersebut dan yang berhak mengambilnya adalah Debitur Pertama. 

Menurut Observasi penulis di PT CLIPAN FINANCE terdapat masalah 

yang nasabah alami, tidak bisa mengambil BPKB karena memperoleh mobil 

dengan caratake overdi bawah tangan. Kemudian Debitur terdaftar di 

Perusahaan mengaku bahwa pembayaran angsuran kredit dibayar oleh Debitur 

yang terdaftar. Faktanya Debitur yang menerima take over di bawah tangan 

yang membayar angsuran kredit sehingga dari uraian permasalahan di atas  

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“Penyelesaian Hak Pengalihan ObjekJaminan Fidusia di bawah  tangan di 

PT Clipan Finance”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peralihan objek fidusia di bawah  tangan yang sah 

berdasarkan Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia? 

2. Bagaimanakah penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan 

yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menjelaskan peralihan objek fidusia di bawah  tangan yang sah 

berdasarkan Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 
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b. Untuk menganalisis penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah 

pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance. 

 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan 

hukum  berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus memenuhi salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lancang Kuning. 

b. Prespektif akademis, penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan 

ilmu hukum sekaligus dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian sejenis. 

c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi 

pemikiran terhadap pihak yang bersentuhan langsung  dengan isu hukum 

yang diteliti,  yaitu insan pers, para penegak hukum, serta pihak lainnya 

yang membutuhkan pengetahuan hukum  terkait pidana pencemaran 

nama terhadap insan pers. 

 

D. Kerangka Teori 

Teori  adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel 

yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan 

sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-
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variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai 

pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
6
 

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori  menjadi penentuan tujuan  

dan arah penelitian  dalam memilih konsep-konsep  yang tepat guna 

pembentukan hipotesa-hipotesa
7
 maka teori itu bukanlah pengetahuan yang 

sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang 

dilakukan.
8
 Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini ialah teori 

perjanjian jaminan fidusia  

1. Teori perjanjian 

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

tetapi tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan 

istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
9
 

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karenamenyangkut 

kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karenaitu hendaknya setiap 

perjanjian dibuat secara tertulis agar diperolehsuatu kekuatan hukum, sehingga 

tujuan akan adanya kepastianhukum dapat tercapai. Menurut Pasal 1313 KUH 

Perdata dinyatakanbahwa:“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

                                                             
6
Bahder Johan Nasution,  Metode Penelitian Hukum,  (Bandung: Mandar Maju, 2008),  hlm. 

44.  
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129. 

8
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1997), hlm. 21. 
9
Subekti, Hukum Perjanjian, ctk. Ke-4, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1.    
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manasatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satuorang lain atau 

lebih”. 

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih 

kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga 

sangat luas karena dengan di pergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup 

juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.
10

 R. Setiawan 

memberikan definisi sebagai berikut: 

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang 

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”dalam Pasal 

1313 KUH Perdata. 

Menurut R. Setiawan rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapsatu atau 

lebih.Menurut Oey Hoey Tiong, bilamana di samping perikatan telah ada 

diantara kreditur dan debitur, pihak kreditur tidak mengadakan suatu perjanjian 

tambahan apapun dengan debitur, maka kreditur yang bersangkutan bukanlah 

kreditur yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata.
11

 

Suatu perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam 

                                                             
10

R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, edisi revisi, (Bandung: Bina Cipta, 2011), hlm. 

49. 
11

Tan Kamelo, Hukum Jaminan…Op.cit, hlm. 55   
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bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
12

 

Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan 

kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri:
13

 

a. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anatara dua 

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 

berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu 

b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu hal. 

c. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam bentuk tertulis. 

 

2. Konsep tentang kredit 

Kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti kepercayaan.
14

 

Bila seseorang atau badan usaha memperoleh fasilitas kredit dari bank/lembaga 

keuangan lainnya, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank 

pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan 

diantara para pihak harus didasari akan adanya rasa saling percaya. Pemberi 

kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup 

memenuhi kewajibannya, baik pembayaran hutang pokok, bunga, provisi dan 

lain-lain kewajiban yang menjadi kewajiban penerima kredit (debitor) sesuai 

dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. 

Kredit dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya 

merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena penghasilan terbesar dari 

                                                             
12

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm.6. 
13

Ibid, hlm. 9. 
14

Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2013), hlm. 217 
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suatu usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan 

provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan dan 

lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan 

penanganan yang profesional dengan integritas moral yang cukup tinggi. 

Sedangkan istilah lain dari credit berasal dari perkataan latin credo, yang 

berarti Ibelieve, I Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. 

Perkataan credo berasal dari kombinasi perkataan sansekerta cred yang berarti 

kepercayaan (trust) dan perkataan lain do, yang berarti saya menaruh.
15

 

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur 

atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah 

atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada 

pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Kredit 

dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, 

karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan 

usaha kredit yang berupa bunga dan provisi.
16

 

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992, 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

                                                             
15

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, Credit Management Handbook: Teori, Konsep, 

Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 3. 
16

Satrio. J, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.96  
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Beberapa Undang-Undang kesepakatan kredit memberikan perlindungan 

lebih lanjut kepada Kreditur dengan secara tegas melarang penggunaan oleh 

peminjam teori pemulihan alternatif, termasuk klaim dan pembelaan yang adil 

dan pelanggaran seperti pelanggaran kewajiban fidusia, paksaan ekonomi, 

kepercayaan promotor, kepercayaan buruk, kecurangan, dan keliru.
17

 

3. Konsep tentang fidusia 

Fidusia berasal dari kata “Fides” yang berarti kepercayaan.Sesuai dengan 

artinya, maka hubungan hukum antara pemberifidusia (debitur) dan penerima 

fidusia (kreditur) merupakanhubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. 

Debitur percayabahwa kreditor mau mengembalikan hak milik atas barang 

yang diserahkan, setelah di lunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percayabahwa 

debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yangberada dalam 

kekuasaannya. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda 

bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di 

Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu 

dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat 

difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap di 

                                                             
17

John C. Murray, Credit-Agreement Statues Revisited: Are Equitable Defenses Permitted?, 

Real Property,Trust and Estate Law Journal, 51 Real Prop. Tr. & Est. L.J. 373, Winter, 2017, 

diakses, tanggal 24 Agustus 2022 
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lakukan oleh pemilik benda tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik 

benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas 

pelunasan utangnya tersebut. debitur menyerahkan secara kepercayaan hak 

kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk 

dalam lingkup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada krediturnya dan 

hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ke 3 (ketiga) 

apabila ada perjanjian yang dilakukan terlebih dahulu.
18

 

Jaminan Fidusia lahir karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur 

tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan 

masyarakat. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai mensyaratkan 

bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi 

gadai (azas inbezitstelling). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas 

benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat 

menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.
19

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang 

membahas tentang berlakunya hukum positif tentang penyelesaian hak 

pengalihan  objek  jaminan fidusia di bawah tangan di PT Clipan Finance. 

                                                             
18

 Alfian Harris, Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan 

Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum 

Volume III Nomor 1 Februari 2016 
19

 Purwahid dan Kashadi. Hukum Jaminan Fidusia, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, 2014), hlm.34-35. 
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2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian hukum 

sosiologis ini adalah di PT Clipan Finance Cabang Pekanbaru. Alasan penulis 

memilih lokasi tersebut karena adanya pihak debitur PT Clipan FinanceKota 

Pekanbaru yang melakukan wanprestasi dalam bentuk mengalihkan kendaraan 

bermotor roda empat sebagai objek kredit kepada pihak ketiga tanpa 

sepengetahuan pihak kreditur. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan 

lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya 

maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Branch ManagerPT Clipan Finance sebanyak1 orang. 

2) Head Credit Analis  PT Clipan Finance sebanyak1orang. 

3) Head Divisi Legal PT Clipan Finance berjumlah 1orang. 

4) Debitur yang bermasalah Tahun 2021 berjumlah 4 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan 

objek penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Branch ManagerPT Clipan Finance sebanyak1 orang ditetapkan 

dengan metode sensus. 
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2) Head Credit Analis  PT Clipan Finance sebanyak 1 orang 

ditetapkan dengan metode sensus. 

3) Head Divisi Legal PT Clipan Finance berjumlah 1 orang ditetapkan 

dengan metode sensus. 

4) Debitur yang bermasalah Tahun 2021berjumlah 2 orang ditetapkan 

dengan metode purposive. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 
Persentase 

1 Branch ManagerPT Clipan Finance  1 1 100% 

2 Head Credit Analis  PT Clipan 

Finance  

1 1 100% 

3 Head Divisi Legal PT Clipan 

Finance  

1 1 100% 

4 Debitur yang bermasalah Tahun 

2021 

4 2 50.0% 

     

Sumber primer: diolah tahun 2022. 

4. Sumber data 

a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di 

lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu 

wawancara yang didapat dari responden penelitian ini. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku 

kepustakaan, media cetak dan elektronik serta data yang diperoleh dari 

lingkungan tempat penelitian. 

c. Data tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-

kamus hukum, ensiklopedia, media dan sejenisnya. 
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5. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara 

penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar 

pertanyaan yang disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Kajian kepustakaan 

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk 

membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi 

dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Analisis data 

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara 

dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data 

yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa 

teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. 

Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu 

menghubungkan antar data  dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan 

dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. 

Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu 

metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat 

umum  ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis di atas maka diperoleh fakta yang menjadi 

kesimpulan penelitian ini, yaitu. 

1. Peralihan objek fidusia di bawah  tangan yang sah berdasarkan Undang-

Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus melakukan 

permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ulang dari nama calon pemberi  

fidusia yang baru dengan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia 

dengan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dengan 

pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh 

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan 

pendaftaran Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat identitas 

pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan 

Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan 

Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang 

menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

2. Penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan 

melalui bawah tangan di PT Clipan Finance bahwa pihak perusahaan 

pembiayaan yang tidak dapat memberikan BPKB tersebut kepada pihak 

ketiga. Bagi pihak ketiga untuk bisa mendapatkan BPKB mobil tersebut, 

bagaimanapun juga pihak ketiga tetap harus berusaha menghadirkan debitur 
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atau pemberi fidusia dan membawa atau menunjukan KTP aslinya,  karena 

debitur atau pemberi fidusia merupakan pihak yang lebih berhak atas BPKB 

selaku pemberi fidusia. Di lain hal bila pihak ketiga juga dapat membuat 

laporan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur 

atau pemberi fidusia, jika pengalihan mobil yang dilakukan tanpaadanya 

persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan dianggap mengandung 

unsur tindak pidana. 

 

B. Saran 

Setelah penelitian ini dilakukan maka penulis mendapati suatu 

kelemahan yang perlu disarankan sebagai berikut. 

1. Sebaiknya pihak perusahaan pembiaayaan dalam mengikatkan kontrak jual 

beli pada debitur agar dapat memberikan pemahaman kepada debitur 

terkait dengan isi perjanjian kontrak jual beli tersebut. Seringkali banyak 

debitur tidak mengetahui ketentuan isi keseluruhan aturan yang 

menjelaskan adanya larangan pengalihan ke pihak lain tanpa harus 

meminta persetujuan dari pihak perusahaan. 

2. Sebaiknya bagi calon debitur yang mempunyai keinginan untuk membeli 

kendaraan bermotor dengan cara mencicil dan melalui perusahaan 

pembiayaan, sebaiknya tetap di atas -namakan debitur sendiri, hal ini 

berguna untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, karena 

hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban debitur selaku pembeli. 
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 
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